
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI KAPUAS 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS 

NOMOR  356 / DISKOMINFO TAHUN 2018 
 

T E N T A N G 

 
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK 

KABUPATEN KAPUAS 

 
BUPATI KAPUAS, 

 
Menimbang : a.   bahwa dalam upaya penyediaan informasi publik di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, maka perlu 
disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi 

pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) dalam penyediaan dan pengelolaan informasi publik 
secara baik dan efisien sehingga dapat diakses oleh 

masyarakat dengan mudah; 
b. bahwa informasi publik yang disusun oleh badan publik 

akan menjadi suatu Daftar Informasi Publik (DIP) yang 
digunakan badan publik; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas 
tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Kabupaten 

Kapuas; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4843); 
 

 
 



 
 

 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 
  8. Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);  
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5599); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5286); 

 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Repormasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 

 

 
 

 
 
 

 
 



  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 

Daerah; 
 17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik; 
 18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 

 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 

33); 
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 1); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017; 

 22. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 60 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Kapuas. 

  

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :  

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Kabupaten Kapuas 

sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini; 
 

KEDUA  : Daftar Informasi Publik Kabupaten Kapuas ini dihimpun dari 

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas; 
 

KETIGA  : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Kapuas; 

 
KEEMPAT  : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 
 Ditetapkan di    Kuala Kapuas 

pada tanggal     25 Desember   2018 

 
       BUPATI KAPUAS, 
 

 
 

BEN BRAHIM S. BAHAT 
 

 
Tembusan disampaikan kepada Yth : 
1.  Bapak Bupati Kapuas di Kuala Kapuas  (Sebagai Laporan) 
2.  Bapak Wakil Bupati Kapuas di Kuala Kapuas  (Sebagai Laporan) 
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas 
4. Sekretaris Daerah Kab. Kapuas di Kuala Kapuas 
5. Seluruh Kepala SOPD di Kabupaten Kapuas 
6. Seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kapuas 
7. Seluruh Sekretaris SOPD di Kabupaten Kapuas 


